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PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Dp

‘@Q/SLW f.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XxxX XXXXXXX,
pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan
terakhir D3, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan
Register Perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 15 Januari 2024,
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2016 dan telah dicatat oleh

KUA XXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 93/03/X/2016,

tanggal 04 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah kakak kandung Tergugat selama 6 tahun kemudian pindah dan
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terakhir bertempat di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana
tersebut di atas telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri
(ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum di
karuniai seorang anak;
4, Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
a. Tergugat seringkali bermain judi dan minum-minuman keras, dan
karena hal tersebut Tergugat seringkali menggadai motor serta barang
berharga lainnya untuk bermain judi dan membeli narkoba;
b. Tergugat seringkali mengkonsumsi Narkoba, dan membantu teman-
temannya untuk mendapatkan barang tersebut, dan sekarang Tergugat
di tahan di Lembaga Pemasyarakatan(LP) Dompu;
c. Tergugat jarang sekali sholat dan puasa;
d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak
tahun 2019
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
bersama lagi sejak bulan Oktober 2022, Tergugat pergi dari tempat
kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah
tahanan Lembaga Pemasyarakan (LP) Dompu di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun
Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta
sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di
atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap
mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan
damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Ma'arif bin
Abd.Salam) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/03/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kilo XXXXXXXXX XXXXX
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX XXXXX

XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kakak kandung Tergugat selama 6 tahun
kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah orang tua
Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
Bahwa saksi tahu sejak sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi
pertengkaran;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat seringkali bermain judi dan minum-minuman keras, dan
karena hal tersebut Tergugat seringkali menggadai motor serta
barang berharga lainnya untuk bermain judi dan membeli narkoba;
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
bersama lagi kurang lebih sejak bulan Oktober 2022 lamanya;
Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama
meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang
tuanya di alamat tersebut di atas;
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Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada
komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri;
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta
tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XxXX XXXXXXX
SMPN 1 Kilo, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kakak kandung Tergugat selama 6 tahun
kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah orang tua
Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
Bahwa saksi tahu sejak sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi
pertengkaran;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah
Penggugat dan Tergugat;
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Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat seringkali bermain judi dan minum-minuman keras, dan
karena hal tersebut Tergugat seringkali menggadai motor serta
barang berharga lainnya untuk bermain judi dan membeli narkoba;;
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama kurang lebih sejak bulan Oktober 2022;
Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama
meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang
tuanya di alamat tersebut di atas;
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada
komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri;
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta
tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan
tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau
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kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat
bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan
Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi
yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
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1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 ) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)
R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat seringkali bermain judi dan minum-minuman keras,
dan karena hal tersebut Tergugat seringkali menggadai motor serta barang
berharga lainnya untuk bermain judi dan membeli narkoba;;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Hukum
1.
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
2.
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
3.
Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan Tergugat seringkali bermain judi dan minum-minuman keras,
dan karena hal tersebut Tergugat seringkali menggadai motor serta barang
berharga lainnya untuk bermain judi dan membeli narkoba;
4.
Bahwa, akibat perselisihan dan pertengakaran tersebut Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Oktober 2022;
5.
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua
Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan
juga sikap Penggugat sejak pisah dan selama persidangan berlangsung,
Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak
ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah

tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa

8
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Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan
Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan
salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang
dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan
ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan
dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini
menunjukan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama
berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut
Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak
sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan
tujuan perkawinan sebagaiamana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-
Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di
dalam Kitab Figh as-Sunnah Juz Il Halaman 290 yang berbunyi sebagai
berikut:

Laa #1108 00 ol g) g ) Al () (s ) gt i 1

Wl L 3 Yl (8 ol jas g Lagllal (5 pdall o) g0 daa (G
A | Adlh

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim
tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh
isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah
hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan
Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa
perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai
suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidza) di
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mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah
satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak
mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka  akan
menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa
yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali,
maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan hati kedua
belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang
telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf
f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, karena gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan, sedang
gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai
Pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilas i Hukum Islam, talak Tergugat yang
dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum
gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.305000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.l., M.H sebagai
Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.l., M.S.I. dan Faiz Amrizal
Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Ath Tharig Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.l., M.S.I. Rochmat Hidayat, S.H.l., M.H

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran . Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
c. Redaksi . Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp 160.000,00
4. Meterai . Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)
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